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SUMBAR RAIH WTP KE=11 KAL!

DPRD Ingin Pemprov Tingkatkan
Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi {Pemprov) kembali meraih

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Kezangan (BPK) RL

Opini WTP unmuk Lapomn
Keuangan Pemerinmh Dacrah
(LKP%) tahun 2022 ini me-
rupakan yang ke-11 kah ber-
turut-turit bag Sumbar sejak

tahun 2012,
Terkait capaias yang diraih
Pemproy, FRDagé'mea;

mengharapkan pelaksanaan
program dan Kegiatan pe-
menntal _scrm pelayan-
an publik semakin beckualitas.
Ketua DPRD Sumbar S
ardi mengatakan, meski BPK

memberikan opini WIP fer- ba

hadap kineria LKPD Sambar
tahun 2022, rerapi masih ada

rekomendasi terdapar dalam  raly

LHP BPK yang wajib di-
timj;lklnnjlt\x:'i o}rc‘ﬁ ()I;D dgg
entitas terkait, paling lama 61
hari sejak LHP ditenima.
“Apabila dalam jangka wak-
tu rersebur pejbar nidak me-
nindaklanjuti rekomendasi
tanpa alasan, BPK dapar me-
laporkan kepada instansi yang
berwenang.” karanya

dilaknkan dalam benruk pe-
mantauarn terhadap 1
sindak Janjut oleh OPD rerkair.

DFR6 akan sepera me-
lakukan pernantanan techadap
masing-masing OPD, schingea
waktu paling lambar enam
gxlizlqhhnnya o diberikan olch

'Kuntak ksanaan ondak-
lanjut, dapat dipenchi.

Ia menururkan, proses pe-
laksanaan tindak lanjot 1

K Pemprov Sumbar ter-
masuk Lrtngah np};\gﬂn di-

ﬂ(hﬂg'ﬂﬂ i aten
kota latnoya. gragres U%d:xk
Ianjot atas LHP BPK mhun
un sebelumnya masth di
bawah 70 persen, sedanghan
idealnya sudah di atas 88

PEISER. L

Untuk iru, DPRD men-
dorong kepada pemerintah
daermb membentuk nm per-
cepatan penyelesaian LHP BPK
dun meminta kepada enttas
teskait, untuk dapar segera
mcn}n&nklzm}uu rekomendasi

Setelah meraih opini WIP BPK

dari BPK terhadap LKPD, “Opini diraih ini men-
imaka pembahasan olch DPRD jadli rntngan bagi pemerintah

Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menyerahkan LHP dari BPK

atas LKPD Provinsi Sumbar Tahun 2022 kepada_ Ketua DPRD

Sumbar, Supardi

provinsi untuk kualitas pe-

ngelolaan kevangan yang lebih -8

k lapgi,” reeasnya.

Ketma DPRD Sumbar juga |
mengapresiasi Pemprov atay ©
keb[élgxxmﬂan meraih opint WIP

sebanyak 11 kali bermurat-tarut.
Namun kata Sopardi, WTP

rersebut bakan mminan tdak

adanya masalah atae kelernahan §

dalam pengelolaan keuancan
] ]pmgtl ng:

“Untuk memastikan ke- §
uangan dacrah dan progom §
dila Pemprov Sum- |

bar berul-betul memberikan

manfaat kepada masyarakat, §
: mendorong
BPK, tidak hanya dilakukan

DPRD Sumbar

pemeriksaan terhadap ke
arohap penyajian lapor
kenangan dacrah
retapi pertu juga dilakuka;
perseriksann rerhadap kinerja

dari pengelolaan kevangan,

program dan kegiatan Pe-
menntah Dacrah” ify_ as Supardi.
Angpom V BPK RI, Ab-
madi Noor Supit mengapresiasi
kemampuan Sumater: Barar
mempettahankan opini WTP
“Prestasi ini akan menjadi
momentum untak lebih men-
D te: v akuntabilits
dan transparansi pengelolaan
Leuan%n daerah sehingoa akan
menjadi kebanggaan bersama

Rapat paripurna DPRD Sumb:

Sumbar Tahun 2022

saja, akan
diiakukan :

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BFK RI atas LKPD Provinsi

Berfoto bersama

“Opini yang diberikan oleh

{img patut dipertabankan,”  pangan atan frand dalam pe-

ngenff ann keuangan.

safanya. Jok: BPK, ttl;rmnsixk opinl WP
Dia mepegaskan, opini yang Jika pemeriksa menemukan  merupakan pernvataan pro-
dibeskan oleh BPK bl adén§'up;en}~impangan, ke-  fesional mengenai kewajaran

lporan kevangan, bukan me-
rupakan jaminan odak adanya
frand yang diteroni atau ke-
mungkinan di kemudian hard,”
pukasoya. (adv)

oe madi
pernyataan profcsiona¥ me-
ngenai kewajaran laporan ke~
vangan. Pemeriksaan tidak
dimaksudkan untuk meng-
ungkapkan adanya penvim-

curangan atau pelanggaran
terutama yang berdampak
kepada adanya potensi dan

n kerugfan negara, hal it
dungkapkas s LHP

Anggota V BPK R, Ahmadi Noor Supit saat menyerahkan LHP dari
BPK RI atas LKPD Provinsi Sumbar Tahun 2022 kepada Gubernur
Sumbar, Mahyeldi

ar dengan agenda penyerahan




